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1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara PJP2U

Rangkaian kegiatan penumpang mulai dari masuk ke terminal sampai dengan naik ke

pesawat terbang dan rangkaian kegiatan penumpang mulai dari turun dari pesawat

terbang sampai meninggalkan terminal,

NO KOi[POilEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan standar Pelayanan Bandar udara Numfor

sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Petayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor g, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 200s tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesi Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor: pM 11g rahun
2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri perhubungan
Nomor PM 40 Tahun 2014 tentang organisasi dan Tata Kerla Kantor unit
Penyelenggara Bandar Udara;

g, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : pM 178 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian
Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

1. Mempunyaitiket yang sesuaidengan kartu identitas

2. Mempunyai kartu identitas / pasport / KITAS

3. Lolos pemeriksaan security



Sistem,

mekanisme

dan prosedur

Penumpang melaporkan apabila
menggunakan alat pacu jantung atau

membawa senjata apikepada petugas

Penumpang menyiapakan dokumen (tiket
dan identitas) untuk melapor ke counfer
cek-in dan memperoleh boarding pass

Pemeriksaan boading pass
sesuai dengan identitas,bagasi

cabin beserta unsurlogam melalui
X-ray SGP 2,

Pemeriksaan penumpang melalui
WTMD dan manual

Penumpang memasuki ruang
tunggu sesuai boarding pass

PROSEDUR rAN DOTTIESTIK

B. PROSEDUR KEDATANGAN DOIiESTIK

Penumpang
Transit

Pengambilan
Bagasi/Baggage claim

Penumpang melaporkan
ke counfer untuk
penerbangan lanjutan

Pemeriksaan boarding pass
sesuai dengan identitias,bagasi

caDin beserta unsur logam
melaluiX-ray SCP

Penumpang memasuki ruang
tunggu sesuai boarding pass



4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan standar yang berlaku

5. Biaya/tarif Sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP

b. Produk

Pelayanan

a.

b.

c.
d.

Pemeriksaan Penumpang dan Bagasi
Pelayanan Check ln
Ruang Tunggu Keberangkatan
Pelayanan bagasi

2. Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara

(PJP4U).

Rangkaian kegiatan Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara.

NO KOiIIPONEN URAIAN

1 Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesiTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik tndonesia Nomor : PM 118
Tahun 2A21 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 40
Tahun 2014 tentang Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara
Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas



Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku paoa Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

1. Memilikiljin Rute;

2. Memiliki Slot Time;

3. Memiliki izin terbang (Flight Approvat).

3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur

+

;

+

Tidak
Kepala UPBU Melakukan Analisa

*
Ya

+

Airline Menyampaikan lzin
Terbang dari Ditjen Perhubungan

Aidine mengajukan permohonan kepada kepala
UPBU

Permohona

n disetujui?

4. Jangka
waktu
Penvelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif Sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 15t @
6. Produk

Pelayanan

1. Jasa Pendaratan Pesawat Udara;

2. Jasa Penempatan Pesawat Udara;



3. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara di Luar Jam Operasi Bandar Udara.

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana

bandar udara namun pelaksanaannya di luar jam operasi bandar udara.

NO KOITPONEil URAIAH

1. Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai

berikut:

a. Undang-Undang Nomor| Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatian Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor g, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
41a6);

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6s rahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesiTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : pM 118
Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas peraturan Menteri
Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 201b tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

1. Memilikiljin Rute;

2. Memiliki Slot Time;

3. Memilikiizin terbang (Flight Apprcval);

4. Memenuhi syarat operasi bandar udara.



3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur

Kepala UPBU Melakukan Analisa

Slot Time dan perjanjian

+

Airlines menyampaikan izin Terbang
dariDitjen Hubud

Airline mengajukan permohonan kepada kepala
UPBU

Permohonan
disetujui?

4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 1s tahun 2016 tentang tarif pNEtp

6. Produk

Pelayanan

Penambahan Jam Pelayanan Operasi Bandar Udara



4. Pelayanan Jasa Penggunaan Bandar Udara Alternatif (Alternab Aerodrome)

Rangkaian Penggunaan Bandar Udara yang menggunakan sarana dan prasarana

bandar udara pelaksanaannya sebagai Bandar Udara Alternatif (Altemate Aercdrome)

pada jam operasi bandar udara.

NO KOitrPONEH URAIA}I

1. Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a956);

b- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor g, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 407);

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 6s rahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik IndonesiTahun 2005 Nomor 1S0, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4S8S);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : pM 11g
Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas perafuran Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor : pM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasidan Tata Keda Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 201s tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

1) Memilikilzin Rute;

2) Memiliki Slot Time;

3) Memiliki lzin Terbang (Flight Approvat);

4) Memenuhi syarat operasi Bandar Udara.



3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur

Pelaksanaan Kegiatan

Airline mengajukan permohonan kepada kepala
UPBU

Kepala UPBU bed<oordinasi dengan Unit
Keria Terkait

Permohona

n disetujui?

Airline menyampaikan persetujuan
terbang (Flight Approval)

Kepala UPBU berkoordinasi dengan
unit terkait pelaksanaan

4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tenfang tarir eNar

t. Produk

Pelayanan

Pelayanan sebagai Bandar Udara Altematif



5. Pelayanan Jasa Pemakaian Tempat Pelaporan Keberangkatan

Rangkaian kegiatan pelayanan keberangkatan penumpang di Bandar udara sampai

dengan meninggalkan terminal,

NO KOMPONEN URAIAN

1. Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesiTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : pM 118
Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

Tersedianya counter Check-in yang sesuai dengan standar pelayanan.



3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur Airlines mengajukan permohonan
penggunaan counter check-in

Kepala UPBU melakukan Analisa

Service Level Agreement
(sLA)

4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP

6. Produk

Pelayanan

Pelayanan dalam rangka penggunaan tempat pelaporan penumpang pesawat udara

di lingkungan bandar udara dengan tata cara sesuai peraturan yang berlaku

7. Sarana,

prasarana,

danlatau

fasilitas

Fasilitas Pendukung Ruang Cek-in

- Toilet

- Meja Counter

-AC

- Ruang cek in

- Sign Board

- Penerangan

- Kursicounter



6. Pelayanan Jasa Penggunaan Sarana dan Prasarana di Bandar Udara Berdasarkan

Tugas dan Fungsi

Rangkaian kegiatan pelayanan penggunaan sarana dan prasarana di Bandar udara :

ito KOUPOHEil URAIAN

1 Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

sebagaiberikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatian Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 200'1 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik IndonesiTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 118
Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

Tersedianya Sarana dan Prasarana.



3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur

Kepala UPBU melakukan Analisa

Service Level Agreement
(sLA)

lnstansi Pemerintah / Calon Pengguna
mengajukan permohonan kepada kepala UPBU

Permohonan

disetujui?

4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif Sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP

6. Produk

Pelayanan

Pelayanan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan

bandar udara dengan tatia cara sesuai peraturan yang berlaku



7. lzin Masuk Daerah Terbatas dan Daerah Keamanan Terbatas

Rangkaian kegiatan pelayanan dalam rangka penunjang operasionaldi Bandar udara

NO KOilTPONEN URAIAN

1 Dasar

Hukum

Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Bandar Udara Numfor

sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4956);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pubiik
(Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

c. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2001 Nomor g, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 407);

d. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang
Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4146);

e. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik lndonesiTahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4585);

f. Peraturan Menteri Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 118
Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Republik lndonesia Nomor : PM 40 Tahun 2014 tentang
Organisasidan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian

Perhubungan.

2. Persyaratan

Pelayanan

1. Surat pemyataan dariatasan ditempat pemohon bekerja

2. Daftar riwayat hidup

3. ldentitas diri (KTP,Paspor atau KITAS)

4. Background check dari kepolisian, surat keterangan catatan kepolisian (SKCK)
kecualibagipegawaiinstansipemerintah dan pegawaibadan usaha milik negara;
dan

5. SK Pegawaiatau kontrak kerja



3. Sistem,

mekanisme

dan prosedur

Penerbitan surat lzin
Masuk Area

Pemohon mengajukan persyaratan kepada
kepala UPBU

Screaning
dan uji
kompetensi

4. Jangka

waktu

Penyelesaian

Sesuai dengan penggunaan dan pelaksanaannya

5. Biaya/tarif Sesuaidengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2016 tentang tarif PNBP

6. Produk

Pelayanan

Pas Bandara penunjang kegiatan operasionaldidalam area terbatas

PIt. KEPAI"A KAITTOR

nat{Uuda Tk. I (nl/bl
19710sO3 199803 2 (x)l

GGARA BAITDAR
ilI ilUITTFOR


